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ABSTRACT

That the Limited Liability Company Law as a basis for the establishment of PT also regulates the takeover procedure PT . In conjunction with the acquisition of PT were performed by non- shareholders and is in the PT , it can be said that an act against the law , because the certificate issued by the Notary legally flawed because it violates the Company Law No. 40 of 2007. That the legal consequences arising from a tort in civil perspective with respect to the acquisition of PT is not true is the compensation and may be subject to criminal penalties if viewed from the perspective of criminal law .
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ABSTRAK
Bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar pendirian PT juga mengatur tentang prosedur pengambilalihan PT. Dalam hubungannya dengan pengambilalihan PT yang dilakukan oleh bukan pemegang saham dan pihak yang ada di dalam PT tersebut, dapat dikatakan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum, karena akte yang dikeluarkan oleh Notaris cacat hukum sebab melanggar UUPT No. 40 Tahun 2007. Bahwa akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam perspektif perdata sehubungan dengan pengambilalihan PT secara tidak benar adalah ganti kerugian dan dapat dikenakan hukuman pidana jika dilihat dari perspektif hukum pidana.
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A. Alasan Pemilihan Judul
Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. 

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perseroan memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Dasar hukum dari Perseroan Terbatas adalah landasan yuridis keberadaan perseroan terbatas (PT) sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tanggal 16 Agustus 2007, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756 (untuk selanjutnya disebut UUPT).
 Pengaturan PT dalam KUHD dijabarkan dalam Pasal 36-56.
 Untuk pembahasan selanjutnya tentang PT sebagai badan usaha difokuskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Kepemilikan perseroan terbatas tidak begitu saja dapat dialihkan, dipindahkan atau dipakai oleh orang lain. Tetapi apa yang terjadi jika perseroan terbatas tersebut dipakai untuk melakukan kegiatan usaha tanpa sepengetahuan dan ijin dari para pemilik saham yang merupakan pemilik dari perseroan tersebut. Tentunya hal ini menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini merupakan oknum yang bukan sama sekali pemilik saham dari perseroan tersebut. Dalam penelitian ini Penulis ingin membahas suatu kasus perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Samarinda tentang “Perbuatan melawan hukum atas pemakaian perseroan terbatas (PT) yang telah dibaliknamakan dan dikuasai tanpa sepengetahuan persero lainnya”.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur pengambilalihan kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

2. Apakah akibat hukum terhadap pengambilalihan perusahaan oleh Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007?
C. Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law ini book) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Padahal sesungguhnya hukum dapat juga dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (Law in Action). Law in Book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai keinginan, sedangkan law in action adalah hukum yang senyatanya berjalan dalam masyarakat. Antara keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam tindakan masyarakat.

Penelitian hukum normatif sebagaiman digambarkan diatas, hanyalah meneliti peraturan perundang-undangan, konsekuensinya adalah sebagai berikut :

1.
Sumber data hanyalah data sekunder, yang terdiri dari: 

a.
Bahan hukum primer yaitu hukum – hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1.
Nama atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang Dasar 1945.
2.
Peraturan Dasar yang meliputi : a. Batang Tubuh UUD 1945 ; b. Ketetapan – ketetapan MPR.

3. Peraturan Perundang – undangan yang meliputi : a. Undang-Undang  dan peraturan yang setara ; b. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setarap ; c. Keputusan presiden dan peraturan yang setara pd. Keputusan Meteri dan peraturan yang setarape. Peraturan – peraturan Daerah. 
4.
Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat. 
5. Yuriprudensi. 
b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum – hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 
c. 
Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.
2. 
Karena penelitian hukum normatif sepenuhnya merupakan data sekunder (bahan kepustakaan), maka penggunaan kerangka teoritis tentatif (skema) dapat di tinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar penelitian.
3. 
Dalam penelitian hukum normatif tidak di perlukan hipotesis, kalaupun ada, hanya hipotesis kerja.
4. 
Konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber data utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya pengujian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dokumen atau perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.
Data  sekunder  yang didapat  dari kepustakaan  dipilih  serta  dihimpun secara sistematis,  sehingga dapat dijadikan acuan  dalam melakukan  analisis. Dari hasil penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analis.

D. Prosedur Pengalihan Perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan Perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Smda


PT. Surya Indratama Abadi (PT.SIA) adalah perusahaan milik Imansyah sesuai dengan akta pendirian Nomor..................., namun karena alasan intern oleh Imansyah (Pemilik dan Direktur)  perusahaan tersebut, PT. SIA belum dioperasikan dari tahun 2001. Pada tahun 2014, anak Imansyah hendak memakai PT.SIA sebagai bendera untuk usaha batu bara yang akan dikelolanya. Namun ketika Imansyah bermaksud untuk mengaktifkan kembali PT.SIA dengan membayar pajak di Kantor Pajak Samarinda, ternyata sudah ada yang menjadi Wajib Pajak (WP) yang selalu membayar pajak PT.SIA tersebut setiap tahunnya dengan nama WP Agus Sofianto. Selanjutnya oleh Imansyah ditanyakan kepada petugas pajak, atas dasar apa PT.SIA kepunyaannya yang selama ini vakum / tidak beroperasi dapat muncul WP yang membayarkannya. Menurut keterangan petugas pajak, bahwa dasar dari aktifnya PT. SIA tersebut adalah akte pengalihan kepemilikan PT.SIA yang dikeluarkan oleh Notaris Balikpapan, pengalihan dari Imansyah kepada Agus Sofianto. Bahwa menurut hasil wawancara Penulis dengan Imansyah, antara Agus Sofianto dan Notaris Balikpapan serta Imansyah tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Jadi bagaimana bisa PT. SIA yang dimiliki oleh Imansyah beralih kepada orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya. Maka untuk selanjutnya sebagaimana keterangan Imansyah kepada Penulis, Imansyah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. 10/Pdt.G/2014/PN.Smda, dan sampai pada saat penulisan hukum ini dibuat, perkara tersebut sudah mencapai acara jawab-menjawab pada Pengadilan Negeri Samarinda.


Berdasarkan hasil penelitian Penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk prosedur pengalihan perusahaan yang benar harus sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Dalam Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut : “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”. Adapun pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UUPT, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi Perseroan atau dari pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur prosedur hukum yang berbeda di dalam UUPT. Kemudian, dalam hal sebuah proses pengambilalihan saham suatu Perseroan ada yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian maupun tidak menimbulkan perubahan pengendalian dalam Perseroan tersebut. Jelas dan nyata, Penulis dapat katakan bahwa dari keterangan Imansyah yang tidak pernah saling mengenal antara Agus Sofianto dan Notaris Balikpapan dan apabila Imansyah dapat membuktikan kepemilikan PT. SIA dengan menunjukkan akta-akta pendirian dan perubahan yang dimilikinya dan dapat menunjukkan susunan Direksi PT.SIA bahwa tidak terdapat nama Agus Sofianto sebagai salah satu pemegang saham di PT.SIA tersebut, juga menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan bukti-bukti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Agus Sofianto dan Notaris Balikpapan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan dan memakai Akte Palsu untuk mengoperasikan PT.SIA yang bukan miliknya. Selanjutnya Imansyah dapat meminta ganti rugi atas pemakaian nama PT.SIA termasuk keuntungan-keuntungan yang didapatkan selama pemakaian PT.SIA. Dan apabila prosedur pengambilalihan perusahaan tersebut sangat bertentangan dengan UUPT No. 40 Tahun 2007, maka bukan tidak mungkin bahwa perizinan dari Notaris Balikpapan tersebut dapat dicabut.

Tentu pada akhirnya Hakim yang akan mempertimbangkan dan memutuskan kasus yang diangkat oleh Penulis ini, sehingga dalam penulisan hukum ini Penulis hanya menyampaikan pendapat Penulis dalam memecahkan suatu permasalahan berdasarkan pengetahuan yang Penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
E. Akibat Hukum yang timbul terhadap Pengambilalihan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007

Setiap perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-undang dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata dan sanksi  dalam hukum pidana. Berdasarkan permasalahan yang Penulis angkat dalam penulisan hukum ini, dimana PT. SIA yang merupakan milik dari Imansyah telah dibaliknamakan atau diambil alih oleh Agus Sofianto dengan dasar akte perubahan yang dibuat oleh Notaris di Balikpapan. Dan hingga saat ini kasus yang Penulis angkat tersebut, masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan register perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN.Smda. 

Namun dalam penulisan hukum ini, Penulis berpendapat jika Hakim mengabulkan gugatan Imansyah yang menggugat Agus Sofianto dan Notaris Balikpapan maka akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Agus Sofianto adalah ganti rugi dengan membayar sejumlah uang kepada Imansyah sebagai ganti kerugian terhadap pemakaian PT.SIA sebagai bendera usaha yang digunakan oleh Agus Sofianto. Dan bagi Notaris Balikpapan yang telah memalsukan peristiwa perdata terkait dengan pembuatan akte perubahan perusahaan sebagai dasar bagi Agus Sofianto dalam melakukan kejahatan, bukan tidak mungkin bahwa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut adalah pencabutan ijin usaha kenotariatannya.

Bahwa apabila ditinjau dari hukum pidana, Agus Sofianto dan Notaris Balikpapan tersebut dapat dilaporkan kepada pihak berwajib atas pelanggaran pidana yang dilakukannya.
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